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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Setiap anak dilahirkan dengan karakteristik, kelebihan, dan 

keterbatasan tertentu. Orangtua yang memiliki anak dengan 

keterbatasan tertentu memiliki harapan agar anaknya tetap bisa 

mendapatkan kesempatan berkembang dalam berbagai aspek 

kehidupannya termasuk diterima oleh lingkungan sekitar. 

Sekelompok anak dengan kekhususan tertentu yang memerlukan 

dukungan dalam pencapaian pertumbuhan dan perkembangannya 

dianggap sebagai siswa berkebutuhan khusus atau sering disebut 

ABK yang memiliki beragam keterbatasan disebabkan faktor genetik 

atau medis seperti kelahiran prematur atau adanya kerusakan 

perkembangan saat menjadi janin, dan lain sebagainya.  Beragam 

contoh yang ditemukan, seperti siswa berkebutuhan dalam hal 

penglihatan, pendengaran, motorik halus atau kasar, berbicara, 

intelektual, kesulitan belajar spesifik, perhatian atau perilaku, dan 

emosi (Prodjo, 2019). Siswa ABK seringkali sekedar dilihat atas 

keterbatasannya yang nampak dan dikesampingkan dari siswa rata-

rata pada umumnya. Padahal, siswa ABK pun sebetulnya mampu 

untuk mencapai kompetensi yang sesuai tahap perkembangan dan 

kebutuhannya akan tetapi mereka memerlukan lingkungan sosial 



2 
 

 
 

yang mendukung dari orang-orang di sekelilingnya, termasuk 

dukungan teman sebaya. Kenyataannya, sampai saat ini masih 

terdapat masyarakat yang beranggapan ABK tidak bisa disetarakan 

dan berdampingan dengan siswa yang dianggap normal pada 

umumnya. 

Orangtua tentunya mengharapkan adanya kesempatan bagi 

anaknya yang ABK untuk dapat mengembangkan diri secara layak, 

salah satunya dalam bidang pendidikan. Data Badan Pusat Statistik 

(BPS) mencatat, terdapat 1,6 juta ABK di Indonesia (Maulipaksi, 

2017) dan berdasarkan Dapodik tahun 2018 terdapat 993.000 siswa 

ABK yang tersebar di sekolah-sekolah di Indonesia (Kemdikbud, 

2019). Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun-

tahun sebelumnya. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan 

merata bagi setiap anak dengan kondisi latar belakang yang 

beragam, saat ini pemerintah terus menggerakkan sekolah-sekolah 

berbasis inklusif. Sekolah dengan setting inklusif menjadi salah satu 

alternatif pendidikan yang disediakan bagi ABK. 

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta 

Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan 

dan/atau Bakat Istimewa, disebutkan bahwa pendidikan inklusif 

adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan 

kesempatan kepada siswa yang memiliki kelainan dan memiliki 
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potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti 

pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan yang sama dengan 

siswa pada umumnya.  

Pasal selanjutnya juga dijelaskan bahwa siswa yang 

dimaksud meliputi siswa dengan kelainan fisik, emosional, mental, 

dan sosial, sehingga terwujud sebuah pendidikan yang menghargai 

perbedaan dan tidak diskriminatif (Sunaryo, 2009 dalam Rahmayati, 

2013, p. 2). Siswa ABK yang dapat diterima pada sekolah-sekolah 

bersetting inklusif terdiri dari berbagai macam karakteristik dan jenis 

kekhususannya, seperti siswa dengan gangguan penglihatan, 

pendengaran, bicara, fisik, kesulitan atau lambat belajar, pemusatan 

perhatian, cerdas atau bakat istimewa, dan kebutuhan khusus 

secara sosial (Wahyudi & Kristiawati, 2016, p. 11). 

Peraturan Gubernur No. 116 Tahun 2007 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pasal 2 juga menyatakan 

bahwa tujuan diadakannya pendidikan inklusi di Provinsi DKI Jakarta 

untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap 

perbedaan (Kostan & Irwanto, 2017, p. 153). Sekolah inklusif 

disediakan dengan berbagai aturan yang ditetapkan dalam 

penyelenggaraannya. Beberapa ketetapan yang menjadi 

karakteristik sekolah inklusif diantaranya diterapkannya model 

kurikulum modifikasi yang disesuaikan terhadap siswa ABK, terdapat 

guru pendamping khusus (GPK) dengan rasio 1:34 berperan 
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memberikan pendampingan dan bantuan khusus, tersedia berbagai 

sarana prasarana disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa 

ABK, alokasi dana untuk berbagai keperluan khusus, adanya 

partisipasi masyarakat, dan tersedianya layanan khusus yang dalam 

hal ini bimbingan dan konseling menjadi salah satu komponen yang 

harus tersedia di sekolah inklusif (Wahyudi & Kristiawati, 2016, p. 14; 

Afifa & Subowo, 2020, p. 11). Pemerintah menetapkan berbagai 

pengelolaan mulai dari kesiapan fisik seperti sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan hingga kesiapan pihak-pihak yang terlibat langsung 

untuk kesuksesan penyelenggaraan sekolah inklusif. Akan tetapi, 

berbagai kesiapan tersebut ternyata belum dapat menciptakan 

lingkungan belajar yang kondusif dan efektif, khususnya bagi pihak 

yang secara langsung banyak berinteraksi, seperti guru, siswa non-

ABK, dan siswa ABK itu sendiri dalam kegiatan pembelajaran di 

kelas. 

Pada kenyataannya termasuk sekolah inklusi di DKI Jakarta 

masih memiliki sejumlah permasalahan, salah satunya mencakup 

budaya sekolah yang masih mengandung stigma (Irwanto, Kasim, 

Fransiska, Lusli, & Siradj, 2010 dalam Konstan & Irwanto, 2017, p. 

153). Lingkungan yang kurang mendukung ini berdampak pada 

siswa ABK bisa mengalami hambatan di sekolah. Hal tersebut 

sebagai akibat dari siswa ABK yang masih dipandang dengan stigma 

negatif dibandingkan siswa non-ABK (UNICEF, 2013 dalam Konstan 
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& Irwanto, 2017, p. 153). Kondisi lingkungan yang demikian dapat 

berisiko bagi siswa ABK menerima label sebagai “kurang pandai” 

atau “lambat”. Keterbatasan siswa ABK dalam aspek kognitif, fisik, 

dan sosio-emosionalnya cenderung menjadikannya kurang 

dihormati dan dihargai oleh teman sebaya. Label tersebut secara 

tidak langsung menciptakan tindakan yang bersifat perundungan 

(bullying) terhadap siswa ABK (Twyman, Saylor, Saia, Macias, 

Taylor, & Spratt, 2010 dalam Konstan & Irwanto, 2017, p. 153). 

Padahal perlu dipahami bahwa setiap individu hadir dengan versi 

dan kapasitasnya masing-masing.  

Siswa yang dianggap berbeda terutama secara fisik juga lebih 

rentan menerima perilaku bullying dari orang lain (Olweus, 2004 

dalam Konstan & Irwanto, 2017, p. 153). Perundungan(bullying) 

banyak terjadi dimulai pada usia remaja karena pada tahap tersebut 

remaja sedang mengalami masa kritis pembentukan peran sosial 

yang salah satunya dipengaruhi dari hubungan antar teman sebaya. 

Perundungan(bullying) biasanya dilakukan siswa yang belum 

memiliki kepercayaan diri terhadap jati diri dan pendapatnya. 

Tindakan tersebut sebagai salah satu cara menunjukkan 

keberadaannya sehingga siswa merasa memperoleh status sosial 

yang dianggap baik. Tindakan perundungan(bullying) seringkali 

dilakukan antar teman sebaya di lingkungan sekolah. 

Perundungan(bullying) dilakukan oleh individu atau kelompok 
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terhadap individu lain yang dianggap memliki ketidakseimbangan 

kekuatan. Perilaku tersebut lebih rentan terjadi di lingkungan sekolah 

inklusif dimana terdapat siswa ABK dengan stigma yang 

mengikutinya. Permasalahan kembali muncul, bahwa di sekolah 

berbasis inklusif, siswa ABK memiliki kesulitan dalam bersosialisasi 

dengan teman sebayanya. Banyak ahli juga menyatakan 

sebenarnya tidak mudah bagi siswa ABK untuk diterima baik oleh 

kelompok sebaya di sekolahnya. 

Penerimaan teman sebaya (peer acceptance) menjadi sulit 

bagi siswa ABK dibandingkan dengan siswa non-ABK. Keterbatasan 

kemampuan sosial membuat siswa ABK seringkali terisolasi dalam 

lingkungan pertemanan yang akhirnya meningkatkan risiko siswa 

untuk menjadi korban bullying (Monchy, Pijl, & Zandberg, 2004 

dalam Rahmayati, 2013, p. 6). Siswa ABK dianggap tidak memiliki 

kemampuan bekerjasama dengan baik, berbeda, dan seringkali 

tidak bisa diatur. Padahal, penyediaan sekolah inklusif termasuk 

pihak-pihak yang terlibat (siswa non-ABK, guru, staf, kepala sekolah, 

dan lain-lain) justru berperan dalam menyeimbangkan kesadaran 

keberagaman yang akhirnya akan menciptakan dorongan saling 

menghargai, menghormati, dan toleransi terhadap perbedaan. 

Berdasarkan hasil penelitian Kostan & Irwanto (2017) 

menemukan bahwa siswa ABK masih mengalami bullying dalam 

berbagai bentuk, seperti dikerjai sebesar 87%, diolok-olok sebesar 
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81%, dipanggil dengan julukan sebesar 77%, dan disenggol sebesar 

63%. Mendukung penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmayati (2013) menunjukkan bahwa 17% perilaku bullying yang 

dilakukan oleh siswa non ASD terhadap siswa ASD memang 

dipengaruhi oleh persepsi peer acceptance siswa non ASD dan 

ditemukan pula bahwa persepsi peer acceptance siswa non-ABK di 

Jakarta Timur lebih rendah dari siswa non-ABK di Jakarta Selatan. 

Pada penelitian berikutnya oleh Arum, Hardjajani, & Arif 

menunjukkan bahwa sebesar 29,2% penerimaan teman sebaya dan 

iklim sekolah berhubungan dengan ada atau tidaknya bullying pada 

siswa di sekolah. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian yang 

dilakukan Irawati (2015) menemukan bahwa terdapat hubungan 

positif antara empati dan penerimaan sosial. Artinya, semakin tinggi 

tingkat empati siswa non-ABK terhadap ABK, maka tingkat 

penerimaan sosialnya pun semakin tinggi, begitupula sebaliknya. 

Empati menjadi salah satu faktor penerimaan teman sebaya, yang 

mana dapat mendorong siswa ABK dalam mengembangkan 

kemampuan interpersonal bersama dengan siswa non-ABK.  

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Hasanah, 

Ni’matuzahroh, & Nurhamida (2015) menemukan bahwa terdapat 

hubungan negatif antara sikap siswa non-ABK terhadap siswa ABK 

dengan kecenderungan bullying dengan presentase sebesar 5.4%. 

Siswa ABK dalam keberadaannya di sekolah inklusif memiliki 
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masalah berkaitan dengan penerimaan teman sebaya dan kerugian 

lainnya adalah dengan keterbatasan yang dimiliki, siswa dengan 

kebutuhan khusus dapat mengalami isolasi dan frustasi akibat tidak 

mendapatkan penerimaan dari teman sebaya di sekolah. Seperti 

perundungan yang dialami siswi ABK di Purworejo pada Februari 

2020 dilakukan oleh ketiga teman sekolahnya. Siswi tersebut 

mengalami perundungan(bullying) secara fisik dan verbal 

(Farasonalia & Fitriana, 2020). Fenomena tersebut membuktikan 

bahwa masih kurangnya sikap menghargai dan rasa empati siswa 

non-ABK dan membuktikan pula perilaku tersebut tertuju pada 

individu yang dianggap lebih lemah dan tidak berdaya. 

SMPN 232 Jakarta Timur termasuk sekolah negeri yang 

memiliki standar dan ketetapan dalam penyelenggaraan pendidikan 

inklusif. Ketetapan yang dimiliki sekolah mencakup adanya seorang 

GPK, kurikulum yang dimodifikasi, dan fasilitas disediakan untuk 

mendukung perkembangan siswa ABK di SMPN 232 Jakarta Timur, 

seperti ruang sumber, alat khusus sebagai televisi siswa tuna netra, 

alat pendengaran bagi siswa tuna rungu, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh di tempat penelitian diketahui 

GPK memiliki tugas untuk mendampingi siswa ketika belajar di kelas 

inklusif, memberikan pengayaan bagi siswa yang mengalami 

kesulitan atau hambatan pembelajaran di kelas inklusif, melakukan 

asesmen, menyusun PPI, dan sharing kepada guru-guru tentang 
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kekhususan ABK. Informasi tersebut menunjukkan bahwa peran 

GPK lebih banyak difokuskan pada bidang akademik siswa. 

Padahal, keberadaan siswa ABK di sekolah inklusif berkaitan 

dengan adaptasi sosialnya bersama siswa non-ABK. Pada bidang 

sosialisasi siswa ABK, diperoleh informasi GPK masih sebatas 

memberikan dukungan, semangat, mengajarkan atau mengingatkan 

perilaku sosial yang seharusnya ditampilkan siswa ABK dalam 

interaksinya dengan siswa non-ABK. 

Siswa ABK yang diterima berjumlah 46 siswa, dengan 

sebaran 13 siswa kelas IX, 14 siswa kelas VIII, dan 19 siswa kelas 

VII. Siswa ABK maksimal 2 siswa di tiap kelas. Hal tersebut sesuai 

dengan ketetapan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 

2012 Tentang PPDB Inklusif Pasal 22 bahwa daya tampung siswa 

ABK maksimal dua siswa untuk tiap kelas (Pergub, 2012). Sekolah 

tersebut menerima setiap siswa ABK dengan beragam jenis 

kekhususannya dengan ketentuan terdapat surat keterangan 

psikolog, seperti siswa dengan kekhususan tunarungu, kesulitan 

atau lambat belajar, tunanetra, dan tunagrahita. Keputusan tersebut 

membuat sekolah memiliki jumlah siswa ABK dari proporsi yang 

seharusnya. Hal tersebut juga menggambarkan bahwa sekolah 

masih kekurangan tenaga GPK karena rasio yang tidak sebanding 

dengan ketetapan dari pemerintah. 
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Keberadaan siswa berkebutuhan di sekolah tersebut 

diketahui oleh siswa lain pada umumnya. Tiap dua siswa ABK 

berada di kelas yang sama bersama siswa non-ABK. Pihak sekolah, 

khususnya guru dan wali kelas memberitahu kondisi siswa tersebut 

kepada siswa lain di kelas dengan tujuan agar siswa non-ABK dapat 

saling menjalin interaksi yang baik. Akan tetapi, ditemukan juga 

siswa ABK yang mendapatkan respon kurang mendukung dari 

temannya yang non-ABK. Hasil pengamatan peneliti pada saat 

kegiatan belajar di kelas dan pada jam istirahat, ditemukan masih 

kurangnya rasa menghormati, saling tolong menolong, kepekaan 

karena sebagian besar siswa non-ABK bahkan teman sebangku 

siswa ABK di dalam kelas menghiraukannya padahal menyadari 

bahwa siswa ABK tersebut sedang mengalami kesulitan dalam 

memahami bacaan materi tertentu. Siswa non-ABK terlihat 

menyibukkan diri dengan membaca materinya sendiri, mengobrol 

bersama teman lain. Selain itu, peneliti juga menemukan siswa ABK 

yang berada di halaman sekolah mengalami perundungan oleh 

siswa lain dengan dicolek, dipukul ringan hingga membuat siswa 

ABK terlihat tidak nyaman dan melapor kepada salah satu guru. 

Woolfolk (Rizka & Kurniawati, 2018, p. 49) mengungkapkan 

siswa ABK dengan karakteristik yang berbeda, baik itu secara fisik, 

intelektual, emosional dengan siswa lain pada umumnya mengalami 

penerimaan yang rendah atau ditolak dalam kelompok sebayanya. 



11 
 

 
 

Beragamnya karakteristik siswa ABK yang diterima di SMPN 232 

Jakarta Timur dibandingkan dengan sekolah inklusif lainnya, 

memungkinkan siswa ABK di sekolah tersebut berisiko lebih tinggi 

menerima perlakuan bullying dari siswa non-ABK. Meskipun dilihat 

dari standar proporsinya siswa ABK di sekolah tersebut jumlahnya 

banyak, namun tetap berada pada posisi minoritas di antara 

kalangan siswa non-ABK. 

Berdasarkan informasi dari wakil kepala bidang kesiswaan 

dan guru mata pelajaran bahwa peran kesiswaan dalam merancang 

peraturan berbeda antara siswa ABK dan non-ABK sebab biasanya 

siswa berkebutuhan khusus mengalami bully verbal dari siswa lain, 

seperti kata/bahasa kasar. Selain itu, dalam proses belajar di kelas, 

guru melihat interaksi antara siswa ABK dan non-ABK beragam. 

Seperti, terdapat siswa yang tidak terlalu peduli dengan siswa ABK, 

terdapat siswa yang mau bergaul dan bahkan terdapat siswa yang 

memang sama sekali tidak berinteraksi dengan siswa ABK. Banyak 

ditemui saat belajar di kelas, terdapat siswa yang mem-bully siswa 

ABK dengan meledek, mengambil peralatan belajar, dan 

sebagainya. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa 

interaksi yang dilakukan antara siswa non-ABK terhadap siswa ABK 

kurang bermanfaat dan belum bisa mendorong siswa ABK berlatih 

mengembangkan keterampilan bersosialisasi. Kenyataan tersebut 

pun menunjukkan rendahnya respect siswa non-ABK dan cenderung 
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kurang dalam bersikap atau berperilaku secara positif menghadapi 

keberagaman di sekolah inklusif. 

Oleh dari itu, perilaku perundungan(bullying) terjadi karena 

cenderung rendahnya kesadaran dan pemahaman siswa non-ABK 

terhadap keberadaan siswa ABK yang sepatutnya dapat saling 

mendukung dalam mencapai tugas perkembangan satu sama lain. 

Kurangnya pemahaman akan keberagaman yang diliputi oleh sikap 

empati, peduli, menghormati, dan lain sebagainya menyebabkan 

siswa non-ABK kurang menampilkan perilaku-perilaku kooperatif 

dan suportif terhadap siswa ABK. Hasil penelitian Savitry, 

Handayani, & Novita (2015) mengungkapkan bahwa dalam iklim 

sekolah yang kurang kondusif membuat siswa ABK berisiko lebih 

tinggi dibandingkan dengan siswa non-ABK menjadi korban bullying. 

Interaksi antara siswa dengan dan tidak berkebutuhan khusus 

menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi terciptanya 

iklim sekolah yang kondusif.  

Hal yang menjadi penting juga bahwa sebenarnya 

keberadaan siswa ABK sebagai kesempatan dan tantangan bagi 

siswa non-ABK dalam menerapkan beragam keterampilan sosial 

sesuai dengan situasi yang dihadapi. Interaksi yang intens mampu 

menciptakan rasa memiliki dan hubungan pertemanan yang erat 

sehingga menumbuhkan berbagai bentuk penerimaan siswa non-

ABK terhadap siswa ABK (Gökbulut, 2017, p. 7288). Oleh karena itu, 
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perlu dipahami pula bahwa terjadinya penerimaan maupun 

perundungan tidak hanya ditentukan oleh karakteristik dalam diri 

seseorang, melainkan adanya faktor dinamika kelompok sebaya, 

seperti ketertarikan kelompok terhadap seseorang dan 

pemeliharaan status sosial di dalam lingkungan pertemanan. 

Berbagai perilaku positif dapat dikembangkan siswa non-ABK 

terhadap siswa ABK sehingga memungkinkan terciptanya interaksi 

yang kondusif. Sementara, kecenderungan perilaku kurang 

menyenangkan pun dapat dihindari beriringan dengan adanya 

kesadaran keberagaman dalam pergaulan teman sebaya. 

Pemahaman tersebutlah yang akhirnya dapat mengembangkan 

sikap dan perilaku menerima di kalangan siswa. Pentingnya 

kolaborasi dari berbagai pihak dalam mewujudkan harapan tersebut, 

melalui pimpinan sekolah, orang tua, wali kelas, guru mapel, GPK, 

dan siswa itu sendiri. Guru BK dapat berkontribusi dalam 

memecahkan persoalan tersebut melalui berbagai peran yang dapat 

dilakukan bukan hanya terhadap pihak eksternal BK, melainkan 

melalui kerjasama antar sejawat yang dikembangkan berdasarkan 

pada tujuan layanan BK yaitu mengembangkan pemahaman, 

kesadaran akan potensi, dan metode untuk memberdayakan 

kapasitas siswa sebagai individu (Azam, 2016, p. 55). 

Saat ini, penyediaan guru BK belum sampai difokuskan pada 

perannya di sekolah inklusif. Akan tetapi, adanya ketetapan 
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pemerintah mendorong guru BK untuk menunjukkan keterlibatannya 

dalam memfasilitasi siswa mengembangkan diri secara positif di 

lingkungan sekolah inklusif, termasuk tugas mencapai kematangan 

hubungan dengan teman sebaya, meliputi mempelajari norma-

norma pergaulan dengan teman sebaya yang beragam latar 

belakang, menyadari keragaman latar belakang teman sebaya yang 

mendasari pergaulan, dan bekerja sama dengan teman sebaya yang 

beragam latar belakang (Kemendikbud, 2016, p. 15). 

Salah satu bentuk persoalan di sekolah inklusif yang diangkat 

dalam penelitian ini dapat tertangani dengan baik melalui adanya 

kolaborasi guru BK dengan komponen sekolah, terkhususnya GPK 

melalui berbagai peran dan layanan kegiatan yang dapat diberikan. 

Oleh sebab itu, pentingnya bagi guru BK dan GPK untuk memahami 

dan mendalami peran masing-masing sebagai upaya melibatkan diri 

untuk pemecahan permasalahan yang terjadi antara siswa ABK dan 

non-ABK. Keberhasilan dari kerjasama tersebut diharapkan mampu 

membentuk setiap siswa mengembangkan diri di dalam situasi sosial 

yang lebih kondusif dan kooperatif. 

Oleh karena itu, pentingnya peran guru BK khususnya dalam 

penyelenggaraan BK di sekolah inklusif untuk merancang berbagai 

program layanan yang sesuai dengan karakteristik sekolah dan 

kondisi siswa sehingga tujuan BK dalam membantu siswa mencapai 

tugas-tugas perkembangannya, khususnya dalam hal ini pada aspek 
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sosial dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan fenomena yang 

ditemukan disertai dengan berbagai penelitian yang mendukung 

sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang Hubungan Penerimaan Teman Sebaya (Peer Acceptance) 

dan Perilaku Perundungan (Bullying) Siswa Non-ABK Terhadap 

Siswa ABK di SMPN 232 Jakarta Timur. Peneliti ingin melakukan 

penelitian di sekolah tersebut karena terdapat siswa ABK yang lebih 

beragam jenis ketunaannya yang berada satu sekolah dengan siswa 

non-ABK. Selain itu, variabel-variabel yang digunakan belum pernah 

dilakukan penelitiannya di sekolah tersebut. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1) Faktor penerimaan siswa non-ABK terhadap siswa ABK. 

2) Bentuk-bentuk perilaku perundungan siswa non-ABK terhadap 

siswa ABK. 

3) Indeks hubungan penerimaan teman sebaya (peer acceptance) 

dengan perilaku perundungan (bullying) Siswa Non-ABK 

Terhadap Siswa ABK di SMPN 232 Jakarta Timur. 
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Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti membatasi 

permasalahannya hanya akan meneliti tentang keterkaitan 

penerimaan teman sebaya (peer acceptance) (X) dan perilaku 

perundungan (bullying) (Y) Siswa Non-ABK Terhadap Siswa ABK di 

SMPN 232 Jakarta Timur. 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah, maka masalah dalam 

penelitian ini yaitu “Adakah hubungan penerimaan teman sebaya 

(peer acceptance) dengan perilaku perundungan (bullying) 

Terhadap ABK di SMPN 232 Jakarta Timur?” 

 

Kegunaan Penelitan 

Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

hasil temuan ilmiah yang dapat menambah pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang pendidikan, khususnya dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi salah satu 

referensi bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah dengan 

setting pendidikan inklusif. 
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Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sarana informasi, masukan, serta evaluasi bagi: 

Pimpinan Sekolah 

Sebagai informasi yang menjelaskan keterkaitan 

hubungan penerimaan teman sebaya (peer acceptance) 

dengan perilaku perundungan (bullying) siswa non-ABK 

terhadap siswa ABK di sekolah sehingga dapat dijadikan bahan 

evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan berbagai kegiatan 

pembelajaran di sekolah dan juga sebagai pertimbangan dalam 

pembuatan aturan mengenai keberadaan siswa ABK agar 

dapat menggali seperangkat keterampilan sosial yang optimal 

sesuai dengan perkembangannya. Selain itu, hasil penelitian ini 

juga dapat digunakan sebagai informasi tambahan untuk 

merancang program/strategi mengembangkan iklim sekolah 

yang kondusif dengan melibatkan berbagai komponen sekolah 

dalam memberdayakan potensi siswa non-ABK melalui aspek 

pribadi-sosialnya. 

Guru Mata Pelajaran 

Guru mata pelajaran dapat menggunakan informasi ini 

sebagai data pendukung dalam merancang strategi 

pembelajaran di sekolah, terutama pada kelas-kelas inklusif. 

Guru dapat menentukan metode pembelajaran yang banyak 
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memanfaatkan interaksi antara siswa ABK dan non-ABK. Guru 

pun dapat menjalankan perannya sebagai pembimbing selama 

proses kegiatan di kelas mengembangkan kepekaan terhadap 

setiap interaksi yang terjadi di dalam kelas, sehingga dapat 

mencegah timbulnya tindakan perundungan antar siswa. 

Guru Bimbingan dan Konseling 

Manfaat dari informasi yang diberikan membantu guru 

BK untuk menyadari pentingnya peran dan tanggungjawab 

bukan hanya terhadap siswa non-ABK tetapi juga perannya 

dalam melakukan advokasi bagi siswa ABK di sekolah. Guru 

BK pun dapat melakukan intervensi sejak dini untuk mendorong 

siswa ABK mengembangkan diri di lingkungan sosialnya 

melalui dukungan siswa non-ABK di sekolah. Guru BK dapat 

merancang layanan di kelas, seperti bimbingan klasikal 

maupun layanan BK di luar kelas dengan strategi dan metode 

yang tepat dalam memfasilitasi peningkatan interaksi siswa 

non-ABK terhadap siswa ABK secara lebih sadar, penuh 

empati, toleransi, dan saling menghormati satu dengan lainnya. 

Siswa 

Data dan informasi yang diberikan dapat dimanfaatkan 

siswa non-ABK untuk mengembangkan kesadaran 

keberagaman dan keterampilan sosial yang optimal, seperti 

mengembangkan rasa empati, toleransi, kerjasama, dan 
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tanggung jawab di sekolah melalui keberadaan siswa ABK. 

Siswa non-ABK pun dapat menjadi “partner” yang mendukung 

kemajuan perkembangan siswa berkebutuhan khusus dari segi 

sosial-emosional dan akademiknya. 

Orangtua  

Menyajikan bahan informasi untuk memberikan bantuan 

pada anaknya sebagai salah satu wujud kerjasama antara 

pihak sekolah dengan orangtua. 

 


